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MAHKAMAH KONSTITUSI 

REPUBLIK INDONESIA

-------

SAMBUTAN
KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI

PADA LOKAKARYA NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

 “PELAKSANAAN HAM SELAMA ERA REFORMASI: 
CAPAIAN DAN TANTANGANNYA”

Assalamu’alaikum  warahmatullahi wabarakaatuh,
Selamat pagi dan salam sejahtera,
Yang kami hormati,

· Saudara Ketua Komnas HAM beserta seluruh jajaran Komnas HAM,

· Ibu dan Bapak peserta lokakarya nasional, serta
· Hadirin yang berbahagia.
Isu hak asasi manusia merupakan isu yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, bahkan dalam perkembangan                                                                                                                             peradaban manusia. Keberadaan negara tidak dapat dilepaskan dari salah satu ide dasar dan tujuannya, yaitu untuk melindungi hak dan kebebasan warga negara. Oleh karena itulah, salah satu substansi yang harus ada dalam konstitusi negara yang demokratis adalah jaminan perlindungan dan penegakan HAM, yang sekaligus berfungsi sebagai pembatasan terhadap kekuasaaan penyelenggara negara.
Dinamika pemikiran dan penegakan HAM juga menjadi bagian dari sejarah perjalanan bangsa Indonesia. Reformasi merupakan salah satu momentum bangsa yang diwarnai oleh spirit perjuangan pemajuan dan penegakan HAM. Spirit tersebut lahir setelah terjadinya berbagai pelanggaran HAM berkepanjangan tanpa penyelesaian melalui proses hukum yang adil dan tidak memihak. 
Kebijakan dan praktik pelanggaran HAM yang terus-menerus terjadi telah melahirkan para pembela HAM (human rights deffenders) dan membangkitkan semangat dan bekerja konkrit untuk membela dan melindungi warga negara dari kekuasaan otoriter dan melanggar HAM. Pada akhirnya, perjuangan itu turut menjadi salah satu faktor penting berakhirnya era pemerintahan Orde Baru sekaligus munculnya era reformasi.
Kita patut bersyukur bahwa agenda pemajuan dan penegakan HAM menjadi salah satu perhatian utama dan bagian tak terpisahkan dari proses demokratisasi pada awal munculnya era reformasi. Pada Sidang Istimewa MPR 1998 telah berhasil ditetapkan Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia yang dapat dikatakan sebagai Piagam HAM, melengkapi ketentuan HAM dalam UUD 1945 yang pada saat itu belum diubah. 
Pada 1999, telah berhasil dibentuk Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-Undang tersebut memberikan landasan jaminan penghormatan, perlindungan, dan pemajuan HAM, serta landasan keberadaan Komnas HAM yang semula hanya berdasarkan Keputusan Presiden. Satu tahun setelah itu, berhasil pula ditetapkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, yang mengatur mekanisme hukum penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat.

Upaya lebih mendasar dan sangat monumental untuk menjamin perlindungan dan penegakan HAM, adalah melalui Perubahan UUD 1945. Perubahan konstitusi mengenai hak asasi manusia dibahas dan disahkan pada 2000, yaitu pada Perubahan Kedua UUD 1945. Perubahan tersebut menghasikan ketentuan mengenai hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara, yang semula hanya terdiri dari tujuh butir ketentuan, yang juga tidak seluruhnya dapat disebut sebagai jaminan konstitusional hak asasi manusia, sekarang telah bertambah secara sangat signifikan, yaitu menjadi 37 butir ketentuan. Ketentuan baru yang diadopsikan ke dalam UUD 1945 secara khusus diatur dalam Bab XA tentang Hak Asasi Manusia, mulai Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J, ditambah beberapa ketentuan lainnya yang tersebar di beberapa pasal lainnya dalam UUD 1945. Karena itu, perumusan tentang hak asasi manusia dalam konstitusi kita saat ini dapat dikatakan sangat lengkap dan menjadikan UUD 1945 sebagai salah satu Undang-Undang Dasar di dunia yang paling lengkap memuat ketentuan perlindungan hak-hak asasi manusia.


Pasal-pasal tentang hak asasi manusia itu sendiri, terutama yang termuat dalam Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J, pada pokoknya berasal dari rumusan TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia yang juga menjadi materi UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu, apabila kita ingin memahami konsepsi tentang hak asasi manusia itu secara lengkap dan historis, ketiga instrumen hukum, yaitu UUD 1945, TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998 dan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia hendaknya dapat dilihat dalam satu kontinum. Bahkan, ketentuan tentang hak asasi manusia yang telah diadopsikan ke dalam sistem hukum dan konstitusi Indonesia itu dapat dilihat kesesuaiannya dengan berbagai konvensi internasional dan deklarasi universal tentang hak asasi manusia serta instrumen hukum internasional lainnya.

Hak asasi manusia di dalam UUD 1945 dapat diklasifikasikan menjadi empat kelompok, yaitu hak sipil dan politik; hak ekonomi, sosial, dan budaya; hak atas pembangunan dan hak khusus lain; serta tanggung jawab negara dan kewajiban asasi manusia. Selain itu, terdapat hak yang dikategorikan sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (non-derogable rights) yang meliputi hak untuk hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut.
Saudara-saudara peserta lokakarya dan hadirin yang saya hormati,
Dalam kerangka perlindungan dan penegakan HAM, kita perlu memperhatikan adanya 3 (tiga) aspek keseimbangan. Pertama, adalah keseimbangan antara hak asasi dan kewajiban asasi. Harus dipahami bahwa dalam perumusan hak dengan sendirinya menimbulkan implikasi adanya kewajiban. Kewajiban bersifat inherent di dalam hak itu sendiri. Keduanya bagaikan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Di dalam setiap jaminan hak asasi manusia juga terkandung makna kewajiban bagi setiap individu untuk menghormati hak asasi yang dimiliki individu lain. Pasal 28J Ayat (1) UUD 1945 menyatakan “Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.”
Aspek keseimbangan kedua, adalah antara hak kebebasan individu dan hak yang bersifat kolektif. Keduanya berasal dari dua kutub yang berbeda dan sering kali saling berhadap-hadapan, yaitu individualisme dan kolektivisme. Tarik menarik antara kedua paham tersebut telah terjadi sejak pembahasan UUD 1945 oleh BPUPK pada 1945, yang menghasilkan rumusan yang lebih mencerminkan paham kolektivisme.

Pada masa reformasi, tuntutan jaminan perlindungan terhadap hak individu semakin menguat bersamaan dengan tuntutan demokratisasi. Hal itu terwujud dalam rumusan UUD 1945 hasil perubahan yang memberikan jaminan kepada “setiap orang”. Namun demikian, hak kebebasan individu tersebut tetap diimbangi dengan aspek hak kolektif. Pemenuhan kepentingan kolektif diperlukan demi terpenuhinya hak dan kebebasan individu yang berada di dalamnya. Dengan demikian, kebebasan individu tidak boleh merugikan hak kolektif, karena sama dengan merugikan hak dan kebebasan individu lain yang jumlahnya lebih banyak. 
Oleh karena itulah Pasal 28J Ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Pembatasan tersebut dapat dilakukan semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.
Hingga saat ini, setelah 10 tahun reformasi, fakta dan pengalaman kita dalam berbangsa menunjukkan bahwa keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta antara hak individu dan kolektif belum tercermin dalam perilaku nyata. Di satu sisi, terdapat kelompok yang memandang bahwa gagasan HAM adalah pengusung liberalisme, individualisme, dan bersifat elitis. Di sisi lain, para pengusung dan penjuang HAM lebih banyak memperhatikan dimensi hak individu berhadapan dengan kepentingan kolektif yang direpresentasikan oleh negara. Pelanggaran HAM cenderung dilihat sebagai konflik vertikal, warga negara vis a vis negara. Seakan-akan pelanggaran HAM hanya dapat dilakukan oleh aktor yang berkaitan dengan negara (state actor). Kemungkinan pelanggaran HAM oleh aktor non negara (non-state actors) kurang mendapat perhatian. 
Hal ini hendaknya menjadi perhatian para pejuang HAM bahwa, pelanggaran HAM tidak hanya bisa dilakukan oleh negara, tetapi juga bisa dilakukan oleh pihak atau kelompok di luar negara. Sekiranya dipandang perlu, Komnas HAM dapat mengambil inisiatif untuk melakukan pengkajian dan penelitian lebih mendalam mengenai hal ini agar jangan sampai fokus perhatian kita semata-mata kepada negara, tetapi melupakan atau mengabaikan potensi pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aktor non negara.
Ibu dan Bapak peserta lokakarya dan hadirin yang saya hormati,

Dari sisi praktik kehidupan berbangsa, perkembangan demokrasi dan hak asasi manusia telah menimbulkan polarisasi dalam masyarakat. Di samping telah membentuk kelompok-kelompok masyarakat sipil yang tidak saja memiliki pemahaman tentang HAM, tetapi juga mendedikasikan hidupnya untuk perjuangan perlindungan dan penegakan HAM, juga terdapat kutub kelompok yang belum dapat menerima gagasan HAM. 
Kelompok tersebut meliputi, pertama, adalah kelompok yang mencurigai serta cenderung menolak gagasan HAM karena dipandang berasal dari budaya Barat yang individualis serta tidak sesuai dengan jati diri dan nilai masyarakat. Kelompok ini termasuk kelompok keagamaan yang radikal dan anti barat. Kedua, kelompok nasionalisme konservatif yang anti neoliberalisme. Kelompok ini tidak saja menolak gagasan HAM karena berasal dari Barat, bahkan mencurigai bahwa gagasan dan kampaye HAM sesungguhnya hanya merupakan bungkus dari agenda negara-negara maju untuk menguasai Indonesia secara tidak langsung. 

Kedua kelompok tersebut bergabung menjadi satu kutub dan menjadi penghambat bagi upaya perlindungan dan penegakan HAM. Mereka selalu mencurigai dan bersikap apriori terhadap isu HAM. Inilah salah satu tantangan yang kita hadapi saat ini. Tantangan tersebut akan semakin besar jika pemahaman yang keliru tentang HAM semakin meluas di kalangan masyarakat. Padahal untuk perlindungan dan penegakan HAM diperlukan dukungan dari seluruh lapisan masyarakat.
Oleh karena itu upaya pemajuan, perlindungan, dan penegakkan HAM tidak dapat dilakukan hanya dengan mengedepankan aspek pemantauan dan penindakan semata. Upaya yang tidak kalah pentingnya adalah pendidikan dan pemasyarakatan HAM. Hal itu sangat diperlukan untuk memperluas basis sosial bagi tumbuhnya kesadaran HAM, yaitu kesadaran untuk menghargai manusia dan kemanusiaan sebagai wujud karakter bangsa Indonesia sebagai bangsa yang mengakui prinsip kemanusiaan yang beradab berdasarkan UUD 1945.
Pendidikan dan pemasyarakatan HAM merupakan bagian dari upaya perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM yang menjadi tanggung jawab negara, terutama peme​rintah. Oleh karena itu pendidikan dan pemasyarakatan HAM tidak hanya menjadi kewajiban Komnas HAM, tetapi seluruh penyelenggara negara, terutama pemerintah, bahkan seluruh warga negara. Masing-masing dapat berperan dan bekerja sama sesuai dengan bidang tugas dan wewenang yang dimiliki. Dengan demikian pemahaman dan kesadaran sosial mengenai HAM dapat segera ditingkatkan sebagai basis sosial yang penting dalam upaya perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM.
Dalam konteks ini, kita perlu memahami isi Pasal 28I Ayat (4) UUD 1945 yang mengamanatkan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Sebagai ketua lembaga negara yang mempunyai fungsi sebagai pengawal dan penafsir konstitusi, pada forum terhormat ini, saya perlu mengingatkan kepada negara, terutama pemerintah, untuk melaksanakan amanat konstitusi tersebut dengan sebaik-baiknya. Untuk itu negara, terutama pemerintah, hendaknya terus memberi dan meningkatkan perhatian, komitmen, program, aparatur, anggaran, serta mewujudkan situasi dan kondisi agar seluruh isi Bab tentang HAM dalam UUD 1945 yang menjadi tanggung jawabnya, dapat dilaksanakan sebaik-baiknya. 
Ibu dan Bapak peserta lokakarya dan hadirin yang saya hormati,

Akhirnya, saya menyambut dengan antusias penyelenggaraan lokakarya nasional oleh Komnas HAM ini. Semoga kegiatan ini dapat merumuskan langkah-langkah baru yang segar, komprehensif dan visioner guna meningkatkan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM di tanah air kita. 
Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kekuatan bagi kita untuk mewujudkan cita-cita kemanusiaan yang adil dan beradab berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
Billahi taufiq wal hidayah,
Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.
Jakarta, 8 Juli 2008
Ketua Mahkamah Konstitusi,
Jimly Asshiddiqie
� Sambutan Ketua Mahkamah Konstitusi pada Lokakarya Nasional Hak Asasi Manusia “10 Tahun Reformasi: Quo Vadis Pemajuan dan Penegakan HAM di Indonesia”, Selasa, 8 Juli 2008, di Jakarta.
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